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BUPATI ACET SINGKIL,

bahwa pembenian Kartu Tanda Penduduk (K'TP) dan Akta Catatan Sipil
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Chy BE ) dane AKEE Clbartan Sapul (AAUS) sestanr Pasal 2 ayvad () Peraturan
Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribust Dacrah perlu
mcenctapkan Qanun Kabupaten Acch Singkil.

Indang-undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Provinss
Dacrah Istimewa Acch:

Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Dacrah dan
Retribust Dacrah jo Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000:

Undang-undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Dacrah
Tingkat II Acch Singkil: :

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Dacrah:

Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Kcuangan
antara Pemerintah Pusat dan Dacrah “

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Dacrah:

Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1997 tentang Pendataan
Penduduk:

Deraturan Mentert Dalam Negert Nomor | A "Tahun 1995 ‘tentang
Penvelengparanan Pendaftaran Penduduk  dalam kerangka Sistim
Informast Manaiemen Kependudukan: |

; I’ i : ] & "_ ' [ - . i “

Peraituran ANMondaos _. 1 woerert Nomor <3 Tahan 1997 tentanyg



Dengan Perscetujuan

EWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ACEL SIIN(JKII,

din

MEMUTUSKAN

QANUN KABUPATEN ACEH SINGKIL TENTANG RETRIBUSI
PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK
(KTP) DAN AKTA CATATAN SIPIL (ACS).

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal |
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kel Daerah datili Bupati Aceh Siighil;

Sekretirtat Dierah adatah Sekretarint Daerah Kabupiten Aceh Singhil;
Dinas Pendapatan Dacraly adalal Dinas Pendapatan Dacrah Kabupaten
Acch Singkil: ‘ |

Dinas Kependudukan adalah Dinas Kependudukan Kabupaten Acch
Singkil;

Pendudub adalaby sctiap orang bink Warga Negara Indonesia maupun
Wiargn Negara Asing yang bertempat tnggol tetap  dalam Wiluyuh
Nepara Kesatunn Republik Indonesia dan telah memenuhi Peraturan
Perundang-undangan vang berlaku; ‘

Kartu Tanda Penduduk (K'T'P) adalah Kartu scbagai bukti/legitimasi
Penduduk bagi sctiap orang dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik
Indoncesia: , | _
Akta Catatan Sipil (ACS) adalah Akta yang dibuat olch Kepala Dinas
kependudukan Kabupaten Acch Singkil; T
Reteibust Jasa Umum adaluh Rewribust atas Jusa yhng_..d_lgu;d-lukan atau
diberlkan wvleh Pemerintah Dacrah Kabupaten Aceh Slngkil untuk
tujuan  kepentingan dan kemanfaatan umum  serta dapat  dinikmati
Orang Pribadi atau Badan Hukum:

Wajpib Retribusi adalah Orang Pribumi  atan Badan Hukum yang
mentkmat/mengpuanakan jasa pelavanan nmuam: ' s

SO NEase Pernbarer ekl b coal o et Vg nvernpealaan bagae

ol !“”ti AWV ol 0 vt ald trae tvneaanlovatd cygy i-r"w 2 Y l"'; I
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-Surat Sctoran Retribust Dacrah. sclanjutnya (li.\‘illgkéill: SSRD adalah

surat - vang digunakan - olch Wajib  Retribusi untuk melakukan
pembayaran atau penyctoran Retribusi yang terhutang ke Kas Dacrah
(NASDA) Kabupaten Acch Singkil atau ketempat humhuyamh lain
vang ditetapkan oleh Bupati Aceh Singkil



Dengan Persetujuan

FWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ACEH \IN(.I\II

MEMUTUSKAN

an . QANUN KABUPATEN ACEH SINGKIL TENTANG RF‘TRIBUSI
' PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU 'IANI)A PI‘NI)UI)UI\
(KTP) DAN AKTA CATATAN SIPIL (ACS). : f

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dy b Oy v sange Jhoad o de g
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Dyaceah adadabe Foabpate o Yooy oy bl

o cmtah Froe cab adkadabe Pomenmtale Boabapate e Avc e Tangdal,

keepila Daerith idadaly Bupiah Acel siigkil,

Sekretariat Daerah aditah Sekretarlint Daerah kabupaten Aceh Singhil;
Dinas Pendapatan Dacrah adalah Dinas Pendapatan Dacrah Kabupaten
Acch Singkil: . |

Dinas Kependudukan adalah Dinas Kependudukan Kabupaten Acch
Singkil;

Penduduk adalah sctiap orang badk Warga Negavae Indonesia maupun
Wargn Negora Asing yang bertempat Unggol tetap dulam Wiluyah
Nepara Kesatuan Republik Indonesia dan (elah memenuhi Peraturan
Perundang-undangan yang berlaku: | '

Kartu Tanda Penduduk (K'TP) adalah Kartu scbagai bukti/legitimast
Penduduk bagi sctiap orang dalam Wilayah Ncgara Kesatuan Republik
Indoncesia: ' |
Akta Catatan Sipil (/‘\( S) adalah Akta yang dibuat oth Kepala Dinas
Kependudukan Kabupaten Acch Singkil; _ |
Retribusl Juse Umum adaluh Retribusl ntas jusa yang dl-«,dlukﬂn mnu
diberikan olel Pemerintah Dacrah Kabupaten Aceh Singkil untuk

tujuan  kepentingan dan keny; anfaatan  umum serta dapat dinikmati
Orang Pribadr atau Badan Hukum:

Wajib Retribusi adalah Orang Pribumi atan Badun llukum yang
mentkmati/mengpunakan jasa pelavanan umuome

CONFaea Betrdbarey bl b soad e et g nt--numl-nu Fovtoye
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Surat Sctoran Retribusi Dacrah. sclanjutnya disingkat SSRD adalah

Surat vang digunakan . olch  Wajib  Retribusi  untuk  melakukan
pembavaran atau penyetoran Retribusi yang, terhutang ke Kas Dacrah
(KASDA) Kabupaten Acch Singkil atau ketempalt ht:mhuynmﬁ lain
vang ditetapkan olch Bapatt Aceh Singkil,
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L7,

I8,

Sural hetctapan Reinbuss ool schampstona dismpkat SKRID adalah
surat Kctctapan yang menctapian besamya Retrnibusi vang terhutang:

- Surat Ketetapan Retribusi Dacrah [ebih Banvak. selanjutnya disingka

SKRDER adalaly Surat Keputusan yang menctaphan jumiah kelebihan
Pembayaran Retribusi karena jumlah Kredit Retribusi lebih besar dari
pada Kredit yang terhutang atau tidak scharusnya terhutang:

Surat Tagihan Retribusi Dacrah, selanjutnya disingkat STRD adalah
Surat untuk melakukan Tagihan Retribusi dan atau Sanksi Administrasi
berupa bunga dan atau denda;

Pemerniksaan  adalah serangkaian  kegiatan  untuk  mencari.
mengumpulkan dan mengelola data dan atau keterangan dalam rangka
pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi berdasarkan
Pcraturan yang berlaku;

Penyidikan Tindak Pidana di bidang Retribusi adalah scrangkaian
tindakan yang dilakukan olch Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PNS)
yang  sclanjutnya  discbut  scbagai  Penyidik, untuk  mencari.
mengumpulkan bukti untuk membuat terang tindak pidana Retribusi
vang terjadt serta menemukan tersangka.

BAB Il
NAMA, OBJEK, SUBJEK DAN WAJIB RETRIBUSI

Pasal 2

dengan nama Retribust Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk
lan Akta Catatan Sipil dipungut Retribusi penggantian hlaya cctak Kartu
anda Penduduk d: i Akta Catatan Sipil.

Pasal 3

) Objeck Retribusi Kartu Tanda Penduduk adalah -:i*l’clayanat1 yang

discdiakan  atau  diberikan Pemerintah Dacrah berupa
puu,adamllpunhuatan Kartu Tanda Penduduk  untuk tujuan
kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh Orang
Pribadi yaitu :

a. DBiaya Pencerbitan Kartu Keluarga Persct;

b. Biaya Pencrbitan Kartu Tanda Penduduk Warga Nc;_,.,lra chubllk
Indoncesia;

¢. Biaya Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Warga Nt:gara Asing;

d.  DBiaya dan Formulir-formulir yang dipergunakan dalam rangka
pclaksanaan pendaltaran penduduk dan  Kkctcrangan
kcpcndudukan"'lainnva vaitu : i '

F.o Baava Pels w..nmn Kartu Kcluarga;

2. Biaya Pelayanan Kartu Tanda l’cnduduk
3 Bm}'a Pcndaltar..m Kelahiran Penduduk:
4. Biaya Pendallaran Kematian Penduduk:
3. Biaya I’Ct.li"liil'lil_f'zl.tl [.ahir Mati Penduduk;
6. Biava Pendattaran Penduduk: '

7o Bava Pencebitan Penduttuan Penduduk Sementara:



8 Buava Pendattaran Pindah Penduduk Barne

9 v on “anirind B oo vangpran Loangpet bonprpead
LO- By a Dhutat Bocteranpan Perabahoan Status K ewin paane i,

FE Bhava Pendattaran Pindah Penduduk;

)

. Brava Kartu Keluarga;

3. Biava Kartu Tanda Penduduk;

td. Formulir- formulir Pendaltaran  Penduduk dan Kclcr.—.m;,un
I\Lpuuluduk n Lainnya.

R it Y oaandka 111:'“!'“' et batb coe vl g b conkatie Vgt 1 !huu
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(3). Objek Retribusi Akm Catatan Sipil adalah Pclayanan yang discdiakan
atau diberikan Pemerintah Dacrah berupa pengadaan/pembuatan Akta

Catatan Sipil untuk tujuan kepentingan dan Kemanfaatan umum serta
dapat dintkmati olch Orang Pribadi yaitu : o

o AR l\clahlr_nn:
l. Anak Pertama dan Anak Kedua;
2. Anak Ketiga dan scterusnya.
b.  Akta Perkawinan:
¢ Ak Pengesahan dan 2 Ln;, tkuan Anak;
. Akta Percermany
¢, Akta Kematian:
{. Surat Keterangan Catatan Sipil;

v Gantr atau Perubahan Nama.
- ) |

Pasal 4

Subjek Retribust adalah Orang: Pribadi yang melakukan pembayaran atau
pclayanan yang  disediakan Pemerintah ‘Pacrah berupa
perolchan/pemantaatan Kartu Tanda Penduduk atau Akla Catatan Sipil.

Pasal 5

Wajib Retribusi adalah Orang Pribadi yang memanfaatkan /menikmati atau
menggunakan/memakai Kartu Tanda Penduduk atau Akta Catatan Sipil.

BAB II
JENIS RETRIBUSI

Pasal 6

Retribusi I’Lnbganlmn Biaya Ccetak Kartu Tanda l’uuluduk dan M\l..l
Catatan Sipil termasuk jenis Retribusi Umum.,



BAB 1V
CARA MI NGUKUR TINGKAT PENGG IINAAN

Pasal 7

Cara Menguhur Tingkat Penggunaan Jasa Retribusi Pengganti Biaya
Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil  schagaimana
dimaksud  Pasal 3 divkur  berdasarkan  jumlah Akta  yang
diterbitkan/diberikan. |

BAB V
PRINSIP PENETAPAN, STRUKTUR DAN
BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

Prinsip Penctapan ‘Tarif Retribust Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda
Penduduk  dan Akta Catatan Sipil adalah untuk mengganti Biaya Cctak,
Biava Administrast dan Biaya Pembinaan. '
(D). Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan kelengkapannya.
Prinsip yang dianut dalam Penctapan Struktur dan bersarnya Tarif
Retribust adalah :
a.  Biayva yang dikcluarkan olch  Pemerintah  Dacrah  untuk
menpadakan Kartu Tanda Penduduk;

b.  Biaya yang dikcluarkan olch Pemerintah Dacrah schagai Biaya
Administrast Pembuatan Kartu Tanda Penduduk;

-

Biaya lainnya yang  berupa  blangko dan  formulir  sebaga
pendukung/kelenpkapan pembuatan Kartu Tanda Penduduk;

(2). Biaya Cetak Akta Catatan Sipil:

Prinsip yang dlanul dalam Penctapan Struktural dan bcsarnya 'Iarlf
Retrubusi adalah :

a.  Biaya yang dikcluarkan olch  Pemerintah  Dacrah untuk
mengadakan Akta Catatan Sipil; b

b. Biaya yang dikcluarkan oleh Pemerintah Dacrah sebagai Bmva
Administrasi Pembuatan Akta Catatan Sipil;

c. Biaya lainnya yang bcrupa blangko dan formullr Scbagai
pmdukung /kelengkapan pembuatan Akta Catalan btptl .

BRS VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 9

il

(1). Biava Pembuatan Kartu Tanda Penduduk, yaitu : —
% Biava Pelnvanan Karto Keluarga; Rp. 1.500-

h. Bawva Polayaman Kaatu Handa Pendudulh WNI K. V.000.-
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Braya Pencatatan Pencerbitan Kutipan Akta Catatan Sipil,
Akta Kelahiran Anak Pertama dan Kedua WNI:
Akt Kelialuean Anak Pevtaomn din K eduir WNA

d.

d.

AYRT Pobaocanan b oeto ek Peandiedal AW REY
E TR E AP u:l-;'ll-rﬁ_:-m oo babviran ' nvebonedigd N T
Flo e o« 1o sl ot n el & o T abver wed Py vt %% $9 5
|.h.1‘\ a Pendidtoaran Foermatiim WINL

Braya Pendaltaran Kematian WNA;

Biaya Pendattaran Lahir Mati Penduduk WNI:

Braya Pendaltaran Lahir Mati Penduduk WNA:

Braya Pendaltaran Penduduk Baru WNI:

Braya Pendaltaran Penduduk Baru WNA:

Braya Penerbitan Pendaftaran Penduduk Sementara:

Py I’t'-m_l;i-l't;';;-r;m Pindah Penduduk WNI:
Biaya Pendaftaran Penduduk Baru WNA;
Biaya Surat chra'ng:m Tempat Tinggal;
Biaya Surat Keterangan Perubahan

Status Kewarganegaraan;

PBhimpko Kartu Tundu Keluargy,

Blangko Karta Tanda Penduaduk;

Formulir Pendaftaran Penduduk dan Keterangan

Nependudukan lainnya,

Akt Keluhiran Anak Ketiga dan seterusnya WNI;
AKta Kelahiran Anak Ketiga dan seterusnya WNA:

Akta Perkawinan WNI:

Akta Perkawinan WNA;

Akta Pengesahan. Pengakuan dan
Pengangkatan Anak WNI:

AkKta Pengesahan, Pengakuan dan
Pengangkatan Anak WNA;

Akta Perceratan WNI:

AKta Perceratan WNA;

Vot Focmatan W

Akt lematian WN./\;

Surat Keterangan Catatan Sipil:

AKta Gant/Perubahan Nama:

Biaya Penerbitan Surat Keputusan Kepala Dacrah

tentang Penctapan Pencatatan Kelahiran terlambat,  Rp.

AT A TAT l ;
Dy oo

L e RO

Kp. 1.000,

Rp. 2.000.-

Rp. 1.000,-

Rp. 2.000.-

Rp. 1.000.-

Rp. 2.000,-
Kp. 1.000.-

Rp. 5.000.-

Rp. 10.000.-
Rp. 1.000.-

Rp. 1.000.-

Rp, 1,000,

Rp. 1.500.-

Rp. 1.000.-

yaitu :

Rp. 4.000.-

R 15000,

Rp. 8.000.-

Rp. 30.000.-
Rp. 14.000.-
Rp. 40.000.-
Rp. 25.000.-
Rp. 50000-
Rp. 25.000.-
Rp. 50.000,-

_.’ HHH.

Rp. 5.000.-

Rl 25002
Rp. 10.000,-

3.000.-

-
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CWILAYATH PUNGUTAN

Biisitl 10

Retribust vang terhutang dipunput  di Wil:ly:ih Dacrah  Kartu Tanda
Penduduk dan AKta Catatan Sipil dibuat. |
Pasal 11

Chy Pembayawan Retnbose sebapanmana doaksud  Pasal 1O Qanun Iy
diberikan Tanda Bukti Pembayaran, |
(), setiap Pembagaran diceiunk dalam Buku Benertmaan i'embayaran.

(3). Bentuk. sty kwalitas, ukuran buku dan tanda bukti pcmbayaran
ditctapkan olch Kepala Daerah.

BAB VIl
WILAYAH PUNGUTAN

Pasal 12

(1). Pengeluaran Surat Tagihan / Peringatan / Surat lain yang s¢jcnis -
sehagar awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan
et tebaly 2 ctgadoy Tian o pale 1 o protnbueyatan

(1) Dalam qangha waktu 7 (tapuh) hard setelah tanpgal surat [Cpuran

peringatan / surat Lun yang sqcms Wiyth Retribusi-harus melunasi
Retribust vang terhutang. '

(3). Surat Tceguran Penyetoran atau Surat lainnya schagaimana dnmaksud
pada ayat (1) Pasal ini dikeluarkan olch Pcjabat yang dntunjuk |

Paswal 1Y

Bentuk-bentuk formulir yan;_, dipergunakan untuk pt,laksah'mn pt.nag_,ihan_'
Retribust  sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (1) Qanun ini
ditetapkan oleh Kepala Ddurah |

BAB IX
TATA CARA KERINGANAN, PENGURANGAN
DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

kil 14

(1. Kepala Dacrah dapat. memberikan  pengurangan, keringanan  dan
ncmbebasan Retnibus. _



(). Tatr cara pemberian penpuranpan,  keringanan dan pembebasan
Retnbuse sebaginmana dimaksud ayat (1) Pasal i ditetapkan oleh
Kepala Dacerah.

BAB X
TATA CARA PEMBETULAN, PENGURANGAN |
KIETIKTAPAN, PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN
SANKSI ADMINISTRASI DAN PEMBATALAN

Pasal 15

(1). Wanb Retribust dapat mengajukan Permohonan Pembetulan SKRD
dan STRD vyang dalam penerbitannya terdapat  kesalahan tulis.

Kesalahan hitung dan atas kekeliruan dalam puwrapan l’cratur..m
Perundang-undangan Retribusi Daerah. | -

—
tJ

Wajib Retribusi dapat mengajukan Permohonan, Pengurangan atau
Penghapusan  Sanksi  Administrasi  berupa bunpa dan kenaikan
Retribusi terhutang dalam hal sanksi tersebut dikarenakan kekhilatan
Wayib Retribust atau bukan karena kesalahannya. '

(3). Wajib Retribusi dapat mengajukan Permohonan Pengurangan atau
Pembatalan Ketetapan Retribust yang tidak benar.

(4). Permohonan Pembetulan  sebagaimana  yang  dimaksud  ayat (1),
pengurangan - ketetapan,  penghapusan atau pengurangan  sanksi
sehagammany dimaksud avat () Pasal i dan pembatalan sebagaimana
dimaksud ayat (3) harus disampaikan sccara tertulis olech Wajib
Retribusi kepada Kepala Dacrah atau yang ditunjuk paling lama 30
(iga puluh) hart sejak tanggal diterimanya SKRD atau STRD dengan
membicarakan dlasan vang jelas dan meyakinkan untuk mendukung
permohonannya.

(5). Keputusan atas Permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini
dikeluarkan oleh Kepala Dacrah atau Pejabat yang ditunjuk paling
lama 3 (tiga) bulan scjak Surat Permohonan diterima. '

(6). Apabila setelah lewat 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat
(5) Pasal l\cp a Daerah udak munhcrxl-.an I\cpulusan Mauaka
pe rmnlmn 1N dmnpyap diliabilkan

BAB XI
TATA CARA PENYELESAIAN KE, Bl RATAN

Pasal 16

(1). Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan keberatan atas SKRD
dan STRD). |

(2). Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal int
harus disampaikan secara tertulis Kepada Kepala Daerah atau Pejabat
yang ditunjuk dalam pmeka waktu paling laima 6 (enam) bulan sejak
langgal SKRID dan STRD
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(1).

)

(

(3).

(1),

(1),
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BAB XII
TAT z\ CARA PENGHITUNGAN PE N(nl* MBALIAN
KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUST

Pasal 17

Wajib Retribusi harus mengajukan permohonan sccara tertulis kepada
Kepala  Dacrah untuk  penghitungan  pengembalian kelebihan
pembayaran retribust. " |

Alat Dasar permohénan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal It atas
kelebihan  pembayaran  Retribust  dapat  langsung  diperhitungkan

terlebih dahulu dengan uang retribusi dan atau sankst ad’mmmtrmn
berupa bunga oleh Kepala Daer: 1h.

Atas permohonan scbagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini yang
berhak atas kelebihan pembayaran tersebut dapat  diperhitungkan
dengan pembayaran retribusi selanjutnya.

Pasal 18

Dalam hal kelebithan pembayaran Retribusi yang masih tersisa setelah
dilakukan penghitungan sehagaimana dimaksud pada Pasal 17 Qanun
i,  diterbitkan SKRDEB  paling lambat 2 (dua)  bulan  scjak
diterimanya permohonan pengembalian Kelebthan pembayaran
retribust. “ '

Kelebihan pembayaran retribusi schagaimana dimaksud pada ayat (1)

pasal imi dikembalikan kepada Wajib Rctnbusx palm!, lama 2 (dua)
bulan scjak diterbitkannya SKRDLB.

Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dllakukan sctclah lewat
2 (dua) bulan scjak ditcrbitkannya SKRDLB, Kepala Dacrah

memberikan imbalan  bunga 2% (dua persen) scbulan atas

§

keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi,

Pasal 19

Pengembalian sebagaimana  dimaksud pada Pasal 17 Qanun ini,
dilakukan dengan mencerbitkan surat membayar kelebihan retribusi.

Atas perhitungan schagaimana dimaksud pada Pasal 18 diterbitkan
bukti pemindah bukuan vang berlaku jupa sehagar bukti pembayaran.



(1).

(2).

BARB XII
MASA RETRIBUSI

Pasal 20

Pembuatan Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil, Retribust
dipungut  pada  saat penduduk  Republik  Indonesia - mengajukan
pembuatan permohonan,

Setiap pungutan retribusi  penggantian biay4a‘*-':ccta'k Kartu: Tanda

Penduduk dan Akta Catatan Sipil dilakukan duu,.m mcmhérikaﬁ tanda
bukti sctor p:.mhaym n. i

. Hasil pungutan disetor ke Kas Dacrah atau melalui Bendaharawan

Khusus Penerima Dinas Pendapatan Daerah khusus untuk Kartu
Tanda Penduduk dan Uang Administrasi, sedangkan untuk Akta
Catatan Sipil biaya pencetakannya disetorkan ke Kas Negara?

BAB XIV

Pl N(.AI)AAN PELAKSANAAN DAN lNSIANSl PE MUN( U

l’asnl 2

Pengadaan blangko Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil
serti blinpko  pendukungnya dilakukan oleh unit terkait pada
Sckretaniat Dacrah Kabupaten. |

Pelaksanaan  dan  Pelayanan  Pembuatan Kartu Tanda Penduduk
dilakukan oleh Camat atas koordinast Dinas Kependudukan.

Pelaksanmauan dan pelayanan pembuatan Akt ¢ it ian Sipil diks Kukan
olch Dinas l\cpmduduk..m

Instanst pemungut braya perectakan dan [n.mhtumm Kartu Tanda
Penduduk dilakukan oleh Camat dan disetor ke }\dx Dacrah mclallu |
Dinas Kependudukan. | |

Instansi pcnumgul biaya percetakan dan Pembuatan Akta Catatan
Sipil dilakukan oleh Dinas  Kependudukan  untuk  selanjutnya
disetorkan ke Kas Daerah. o |

BAB XV
KETENTUAN PIDANA

Pasal 22

Wajib  Retribusi - yang tidak ~melaksanakan kewajibannya sehingga
merugikan Keuangan Daerah diancam Pidana ku'rllm,:,m paling lama 6

(enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) Kali Jllmldh Rctnbust

ferhutang.



BAB XVI
KETENTUAN PIDANA

Pasnl 23

(1). Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan - Pemerintah
~ Dacrah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan
penyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah sebagalmana
dimakud dalam Undang, -undang Nomor 8 Tahun 1981 tcntang, Hukum
Acara Pidana. kit il

(

).

Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini
adalah : '

d.

b,

h.

Menerima. mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau
laporan berkenaan dengan Tindak Pidana dibidang Retribusi
Dacrah agar Keterangan atau Llpnmn lersebut menjadi an]:lmp
dan jclas: -

Meneliti. mencaric dan mengumpulkan  keterangan  mengenal
Orang Pribadi atau Badan Hukum tentang  kebenaran perbuatan
vang dilakukan schubungan dengan Tindak Pidana Retribust
Dacrah:

Meminta keterangan dan barang bukti dart Orang, Pribadi atau
Badan THukum suhuhunban dengan Tindak l’ldtma dibidang
Retribusi Dacrah;

Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen
lain berkenaan dengan Tindak Pidana  di bidang Retribusi
Dacraty;- % |

Mclakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang  bukt
pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta
melakukan penyitaan’terhadap barang bukti tersebut;

Meminta bantuan Tenaga Ahl dalam rangka pelaksanaan tugas
penyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi Dacrah;

Menyuruh berhenti, melarang sescorang meninggalkan ruangan
atau tempat pada saat pcmeriksaan sedang berlangsung dan
memeriksa  identitas orang  atau  dokumen  yang  dibawa
schagaimana dimaksud pada hurul' ¢

Memotret  seseorang  yang  berkaitan  dengan Tindak Pidana
dibidang Retribusi Dacrah; |

Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa
scbagai tersangka atau saksi:

Menghentikan penyidikan;

Meclakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran Penyidikan
Tindak Pidana di bidang Retribusi Dacrah menurut hukum yang
dapat dipertanggung jawabkan, | ey



BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Qanun ini speanjang mengenai
pclaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Daerah sesuai
Pcraturan Pcrundang-undangan yang berlaku. Agar sctiap orang dapat
mengetahuinya memerintahkan  pengundangan Qanun  ini dengan
menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil.

Ditetapkan di  : Singkil
Pada Tanggal : 27 Mei1 2002 ;

BUPATI ACEH SINGKIL

Cép / Dto

m

1. MAKMURSYAT PUTRA. SII

n Dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil
pgea 12002 Scri B Nomor 4 Tahun 2002

ZNHBU ‘?I ACEH SINGKIL, -
(REETAKH 'I.RAII KABUPATEN

v

SETWILDA

HASAN, SH
(4 Muda/Nip. 390009540



